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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 02  TAHUN 2011
TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007, perlu mengatur jenjang nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah RS Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang ~Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063):

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49 Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kceuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Dacrah

dan Berita Daerah;
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23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK_.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok/Fungsi/Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Sclatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN

BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H.
HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Lk

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas dan efektifitas.

. Fleksibilitas adalah memudahkan dalam pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-

batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dengan tetap
mengedepankan akuntabilitas.

. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disecbut ULP adalah unit pada organisasi BLUD yang

dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan
pengadaan Barang / Jasa guna keperluan BLUD.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/jasa.

Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau
Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/1.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa,
tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.




9. P ilihe O ih
p:l::l!lhdn Lang,sun.g .adn'lah _mct(_)dc pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
rjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
l X T
0 Pcll(ch_!.ngan Scdcrhthmq ad'alah. mc:todc pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11. Pembelian Langsung adalah Pengad: i
. gadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa,
tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. ’ i

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1 Pcngadaan Barang / Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku
bagi Pengadaan Barang / Jasa

(2) Pengadaan ang / Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi Pengadaan Barang / Jasa pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau
efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap Pengadaan Barang /
Jasa yang sumber dananya berasal dari :
a. Jasa layanan;
b. Hibah tidak terikat;
¢. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(3) Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan

ketentuan Pengadaan Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD

dengan tetap mengedepankan prinsip efisien, produktifitas, efektifitas, serta dengan
mengedepankan prinsip akuntabilitas.

(4) Untuk Pengadaan Barang / Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti

ketentuan Pengadaan Barang / Jasa yang berlaku bagi BLUD.

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh

Pejabat Pengadaan / ULP.

(2) Pcjabat Pengadaan/ULP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan me{naham: tata cara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diselenggarakan

berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :




(1)

(2)

3)

“4)

(5)

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat
Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil
dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya.

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan
pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk
tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban
berupa SPK/Kontrak.

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode
penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa
lainnya dilaksanakan olch Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan
pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak.

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan
langsung/lelang  sederhana/scleksi  sederhana oleh  Pejabat  Pengadaan/ULP  dengan
pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum oleh Pejabat Pengadaan/ULP
dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak.

Pasal 6

Dalam hal penerapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan
ayat (3) mengacu pada standar ketentuan dan syarat umum SPK yaitu :

1. Tktikad Baik
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. Penyedia Mandiri

. Penerimaan Barang

Hak Kekayaan Intelektual
Jaminan Mutu dan Pengepakan
Pemutusan

Pemeliharaan Lingkungan
Perpajakan

Hukum yang Berlaku

10.Penyelesaian Perselisihan

11.

Perubahan SPK

12.Pengalihan dan/atau Subkontrak

13.Larangan Pemberian Komisi




BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditctapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Januan 2cll
KASUBAE PER 17710 Aayy ‘

M

TELAM DITELIT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
7/( 200 |

’le MUHAMMAD SAFI'1
Diundangkan di Kandangan

padatanggal 7 Janucr 20

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

/7

ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 3
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